
 

 

BUPATI JENEPONTO 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI JENEPONTO  

NOMOR 7 TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI JENEPONTO, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2024;  
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736);  

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014      

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 



Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 

2020 Nomor 1933); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1964); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 

19); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 

2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2023 Nomor 334); 

15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 29 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Jeneponto Tahun 2023 Nomor 29). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya 

disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Kabupaten Jeneponto. 

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Jeneponto. 

 



6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. 

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagaian 

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah 

Daerah. 

12. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri 

atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan 

Kepala Dusun. 

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 

BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 

bersama BPD. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa. 

16. Keuangan Desa adalah semua Hak dan Kewajiban Desa yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang 

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. 

17. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari 

Kekayaan Asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak 



lainnya yang sah. 

18. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian Kegiatan mulai dari 

Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, 

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa. 

19. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat 

menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung 

seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar 

seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan. 

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah 

Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 

Dana Alokasi khusus. 

21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan 

diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya 

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran 

Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. 

22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan 

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa 

setiap kabupaten. 

23. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 

IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 

geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 

pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 

komunikasi. 

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 

RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

25. Prioritas penggunaan ADD adalah pilihan program dan/atau 

kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan 

kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADD. 

26. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

Masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan Akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. 

27. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan 

dalam rangka pencapaian tujian yang telah ditetapkan. 

28. Partisipasif adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat 

Desa. 

29. Tertib dan disiplin Anggaran adalah pengelolaan keuangan 

desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang 

melandasinya. 



30. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya 

disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai 

mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

  

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yakni sebagai 

pedoman untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa 

dalam Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD 

dalam APB Desa. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk 

mengoptimalkan pengalokasian dan penggunaan ADD dalam 

rangka percepatan pembangunan desa sebagai berikut: 

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; 

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan 

masyarakat; 

c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam 

rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi 

masyarakat; 

d. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa 

melalui Badan usaha milik Desa; 

e. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur 

pemerintahan desa; dan 

f. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangkat 

pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, 

kesehatan dan ekonomi Masyarakat. 

 

BAB III 

PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 3 

 

ADD dikelola berdasarkan prinsip: 

a. transparan; 

b. akuntabel; 

c. partisipatif; dan 

d. tertib dan disiplin anggaran. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi: 

a. penetapan Rincian ADD; 

b. penggunaan ADD; 

c. mekanisme Penyaluran ADD; 

d. pelaporan; dan 

e. pengawasan ADD. 

 

BAB V 

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap 

tahun. 

(2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

Pasal 6 

 

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa mempertimbangkan: 

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas 

Wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penghitungan 

Pasal 7 

 

(1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan: 

a. alokasi Dasar; dan 

b. alokasi Formula.  

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dihitung dengan mempertimbangkan Penghasilan tetap 

Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan jumlah kepala 

desa dan perangkat desa yang terbanyak. 

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, 

luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa. 

 



(4) Besaran alokasi Formula setiap Desa dihitung dengan bobot 

sebagai berikut: 

a. 26% (dua puluh enam persen) untuk jumlah penduduk; 

b. 20% (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan; 

c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan 

d. 29% (dua puluh sembilan persen) untuk IKG. 

(5) Tata Cara Formulasi Perhitungan ADD per Desa tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 8 

 

(1) Rincian ADD yang diterima Desa setiap Tahun dianggarkan 

dalam APB Desa. 

(2).  Penetapan Besaran Rincian ADD Per Desa untuk setiap Desa 

Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

BAB VI 

 PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 9 

 

(1) ADD digunakan untuk : 

a. pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat 

Desa; dan 

b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang 

diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran 

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

digunakan untuk : 

a. beban tetap terdiri atas: 

1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota 

BPD; 

2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat 

Desa;  

3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi kepala 

Desa, Perangkat Desa dan BPD. 

b. biaya operasional Pemerintah Desa, BPD dan LKD; 

c. insentif RT dan RW untuk operasional; 

d. belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan lokal Desa. 

 

 



Pasal 10 

 

Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9       

ayat (2) huruf b, diperuntukan: 

a. belanja Makan Minum Rapat; 

b. belanja Alat Tulis Kantor; 

c. belanja Perjalanan Dinas; dan 

d. uang Saku Rapat. 

    

Pasal 11 

 

(1) Belanja Pembangunan Lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (2) huruf d diprioritaskan untuk: 

a. pelatihan dan kursus peningkatan Aparatur Pemerintahan 

Desa dan BPD; 

b. rehabilitasi dan pembangunan Kantor Desa; 

c. pengadaan lahan untuk aset Desa; 

d. peningkatan dan pembangunan infrastruktur dasar (air 

bersih, sanitasi/jamban keluarga atau jamban komunal 

dan rumah layak huni) 

e. pemasangan jaringan listrik, jaringan telepon dan 

internet; 

f. pengembangan usaha ekonomi Desa; 

g. verifikasi dan validasi data kemiskinan; 

h. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;  

i. kontribusi desa dalam percepatan penetapan tapal batas 

antar desa dalam kabupaten; 

j. penataan kebersihan keindahan dan kelestarian 

Lingkungan Hidup dalam mendukung Adipura Total dan 

Kabupaten Sehat;  

k. pengendalian inflasi daerah; 

l. penurunan Angka Kemiskinan ekstrim; 

m. penanganan Konvergensi Stunting (spesifik dan sensitive); 

n. pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana 

termasuk kebakaran;  

o. penanganan penyakit AIDS, TBC dan Malaria; 

p. pengembangan sistem satu data melalui dukungan 

pengalokasian anggaran kegiatan data dan sistem 

informasi desa; 

q. pengalokasian anggaran perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi Kepala Desa, 

Perangkat Desa, dan Anggota BPD;  

r. penyelesaian Tapal Batas Desa melalui pengadaan Pilar 

Batas Desa;  



s. pengembangan potensi dan daya tarik destinasi wisata; 

t. penanganan Anak Tidak Sekolah; dan 

u. pemberian insentif pendata kegiatan penanganan Anak 

tidak Sekolah. 

(2) Penggunaan ADD selain untuk membiayai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1),  serta dapat membiayai kegiatan 

yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang 

Pembinaan kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan 

kewenangan lokal berskala Desa. 

 

BAB VII 

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 12 

 

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. 

(2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap: 

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen); 

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan 

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen).  

(3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada 

Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan: 

a. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 

dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 

b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa 

Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk softcopy dan 

hardcopy; 

c. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana 

terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

d. surat keterangan dari Dinas PMD; dan 

e. surat pengantar dari Camat. 

(4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada 

Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan: 

a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya 

dalam bentuk softcopy dan hardcopy;  

b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana 

terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;  

c. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat;  

d. surat keterangan dari Dinas PMD; dan 

e. surat pengantar dari Camat. 



(5) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa 

menyampaikan surat permohonan pencairan ADD kepada 

Bupati melalui Kepala BPKAD dengan melampirkan: 

a. laporan realiasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 

dan tahap II dalam bentuk softcopy dan hardcopy;  

b. rekomendasi dari Camat, dengan format sebagaimana 

terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;  

c. surat keterangan dari Dinas PMD; dan 

d. surat pengantar dari Camat. 

 

Pasal 13 

 

Tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) 

sebagai berikut: 

a. tahap I dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling 

lambat bulan April; 

b. tahap II dicairkan paling cepat bulan Mei dan paling lambat 

bulan September; dan 

c. tahap III dicairkan paling cepat bulan Oktober dan paling 

lambat bulan Desember.  

 

Pasal 14 

 

(1) Pengantar dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan setelah Camat 

melakukan verifikasi atas kelengkapan sebagai berikut:  

a. peraturan Desa tentang APB Desa;  

b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;  

c. RKP Desa; dan 

d. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya. 

(2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12        

ayat (3) huruf d yakni: 

a. peraturan Desa tentang APB Desa;  

b. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;  

c. RKP Desa; 

(3) Surat Keterangan bebas temuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c yakni:  

a. hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Desa tahun 

sebelumnya; 

b. surat keterangan bebas temuan Inspektorat. 

(4) Surat Keterangan dari Dinas PMD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c yakni  hasil pemeriksaan atas 

laporan keuangan Desa tahap I dan tahap II. 

 

 



BAB VIII  

PELAPORAN 

Pasal 15 

 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 

ADD kepada Bupati melalui BPKAD berupa: 

a. laporan tahap I; 

b. laporan tahap II; dan 

c. laporan tahap III;  

(2) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan 

Mei tahun berjalan. 

(3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan 

Oktober tahun berjalan. 

(4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan 

Januari tahun Anggaran berikutnya. 

 

BAB IX  

PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 16 
 

(1) Pengawasan ADD dilakukan oleh Bupati. 

(2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan ADD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim koordinasi terpadu 

Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan 

Bupati. 

(3) Tim Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas unsur: 

a. Inspektorat Kabupaten; 

b. Dinas PMD; 

c. BPKAD; 

d. BAPPEDA;  

e. Bagian Hukum;  

f. Pemerintah Kecamatan;  

g. Tenaga Ahli P3MD; dan 

h. Instansi Terkait Lainnya. 

 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17 

 

(1) Penyaluran penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat 

Desa, tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota 

BPD, dan iuran jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa 

dilakukan dengan tahapan penyaluran sebagaimana 



dimaksud dalam Pasal 12. 

(2) Pembayaran penghasilan tetap, dan tunjangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang berhak 

menerima dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas 

Desa dalam rekening yang bersangkutan atau pembayaran 

non tunai. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

 

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Jeneponto Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 

Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 19 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Jeneponto. 

 

Ditetapkan di Jeneponto 

pada tanggal 8 Maret 2024 
 

Pj BUPATI JENEPONTO, 
 
TTd. 

 
JUNAEDI B 

 
Diundangkan di Jeneponto  

pada tanggal  8 Maret  2024 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, 

 
TTd. 

 
MUH. ARIFIN NUR  

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 7 

 

 
 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI JENEPONTO 
NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN 

ALOKASI DANA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2024 

 
TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA PER DESA 

 

Pagu ADD Kabupaten = Pagu ADD 

Pagu ADD Masing-Masing Desa = ADD Per Desa 

 

Pagu Alokasi Dasar = Pagu AD 

- Standar Minimal Gaji Kades = SMG Kades 

- Standar Minimal Gaji Sekdes = SMG Sekdes 

- Standar Minimal Gaji Perangkat Desa Lainnya = SMG Perangkat 

- Pagu Dasar Siltap = Perhitungan Pagu Siltap berdasarkan Jumlah Kades, 
Sekdes dan Perangkat Desa Lainnya yang paling banyak = PD Siltap 

- Pagu Alokasi Dasar = Pagu AD 

 
PD Siltap = (SMG Kades x 1 orang x 12 bulan) + (SMG Sekdes x 1 Orang x         

12 bulan)+( SMG Perangkat x 18 x 12 bulan) 
 

Pagu AD = PD Siltap x Jumlah Desa Kabupaten 

Pagu AD = PD Siltap x 82 

 

Alokasi Formula = AF 

Variabel Formulasi Keterangan 

Jumlah Penduduk - Total Jumlah Penduduk Desa Kabupaten = 
TJP 

- Jumlah Penduduk Desa = JP 

- Rasio Jumlah Penduduk Desa = RJP = 
JP/TJP 

- Bobot Jumlah Penduduk Desa = BJP = 26% 

Pendudk Miskin Desa - Total Jumlah Penduduk Miskin Desa 
Kabupaten = TJPM 

- Jumlah Penduduk Miskin = JPM 

- Rasio Jumlah Penduduk Miskin = RJPM = 
JPM/TJPM 

- Bobot Jumlah Penduduk Miskin = BJPM = 
20% 

Luas Wilayah - Total Jumlah Luas Wilayah Desa Kabupaten 
= TLW 

- Luas Wilayah Desa = LW 

- Rasio Luas Wilayah = RLW = LW/TLW 

- Bobot Luas Wilayah = BLW = 25% 

Indek Kesulitan Geografis 

Desa 
- Total Indeks Kesulitas Geografis Desa 

Kabupaten = TIKG 

- Indeks Kesulitas Geografis Desa = IKG 

- Rasio Indeks Kesulitan Geografis = RIKG = 
IKG/TIKG 



- Bobot Indeks Kesulitan Geografis = BIKG = 
29% 

 

Pagu Alokasi Formula = 

Pagu AF 

Pagu AF = Pagu ADD – Pagu AD 

 

AF = (RJP x BJP) + (RJPM x BJPM) + (RLW x BLW) + (RIKG x BIKG) x Pagu AF 
 

AF = (RJP x 26%) + (RJPM x 20%) + (RLW x 25%) + (RIKG x 29%) x Pagu AF 
 

 

ADD Per Desa = PD Siltap + AF  

 
 

Pj.  BUPATI JENEPONTO, 

 

 TTd. 

 

 JUNAEDI B 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 



LAMPIRAN III 

PERATURAN BUPATI JENEPONTO 
NOMOR 7 TAHUN 2024 

TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN 
ALOKASI DANA DESA TAHUN 

ANGGARAN 2024 
 

FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO 

KECAMATAN .................... 

       Jl. .......... 

 

REKOMENDASI  

PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ... 

TAHUN 202.. 
Nomor : ...../...../..../202... 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 
Nip  : 

Jabatan : Camat 

  
Berdasarkan surat Kepala Desa ........... Nomor : ........ Tanggal ......., Perihal : Permohonan 

Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ...  sebesar ....% (........ persen). 

Setelah menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan pencairan yang diajukan oleh Kepala 
Desa, seperti : 

 

NO DOKUMEN KETERANGAN 

1. Dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2024; ADA / TIDAK ADA 

2. Dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa; ADA / TIDAK ADA 

3. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahun sebelumnya; ADA / TIDAK ADA 

4. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II. ADA / TIDAK ADA 

 

Dengan ini memberikan Rekomendasikan kepada : 

Desa  : 
Kecamatan : 

Kabupaten : Jeneponto 

Sebesar : Rp. ............................... ( ................................Rupiah) 
  

Demikian Rekomendasi  ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya 

 
        Jeneponto, .... ................. 202... 

         Camat  

 
        ................................... 

        Pangkat. 

        Nip. 

 

Pj.  BUPATI JENEPONTO, 

 

 TTd. 

 

JUNAEDI B  


